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KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nomor: Un.03/HK.00.5/2930/2011

Tentang:
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang ©oa

Mengingat : L

o

ad e g

10.

bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia
Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai
ilmu pengetahuan, teknologi dan’seni dalam mewujudkan masyarakat
yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; :

. bahwa untuk mendapatkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang

daya guna dan hasil guna dalam menangani berbagai tugas sesuai tugas
pokok dan fungsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang sebagai perguruan tinggi, maka dipandang penting ada pedoman
internal mengenai manajemen sumber daya manusia di Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui keputusan.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil;

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan ...



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

15.

16.

17.

19.

20.

21,

22.

23.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang

Dosen;

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri

Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Fungsional;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaaan Pegawai Negeri
sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri sipil dalam Jabatan Struktural;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian
Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 389 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;

Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Pemberian
Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi
Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta
Universitas Islam Negeri Malang;

Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian
Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Agama.

Hasil Rapat Pimpinan Universitas, Dekan, Pembantu Dekan Bidang
Administrasi Umum, Asisten Direktur Pascasarjana Bidang Administrasi
Umum, Kepala Biro Administrasi Umum, Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala
Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Direktur Ma’had pada

. tanggal 17 s.d. 19 September dan 29 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG

Menetapkan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Islam Negeri
Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



KEDUA 1 Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diktum PERTAMA ini
merupakan petunjuk pelaksanaan dan pedoman dasar penyelenggaraan
Manajemen Sumber Daya Manusia bagi seluruh sivitas akademika
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ‘apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 Oktober 2011
Rektor,

A= .

fProf. Dr. H. Imam Suprayogo
NIP 19510102 198003 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: Un.03/HK.00.5/2930/2011

TENTANG
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah suatu proses berkelanjutan terkait dengan
perencanaan sumber daya manusia; proses rekruitmen; proses seleksi; pengangkatan dan
penempatan; peningkatan kinerja; penilaian kinerja; penentuan kompensasi; promosi; dan
pemutusan hubungan kerja yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan.

3. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. ’

6. Dosen tetap adalah pagawai yang tugas utamanya sebagai dosen yang berstatus PNS.

7. Dosen Luar Biasa adalah pegawai tidak tetap dan diangkat selama satu semester untuk mengajar
matakuliah tertentu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Dosen kontrak adalah pegawai tidak tetap dan diangkat untuk mengajar matakuliah tertentu
selama periode tertentu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Laboran adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas untuk mengoptimalkan dan
mengarahkan penggunaan laboratorium.

10. Staf administrasi atau karyawan adalah pegawai yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas
administratif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.

11. Karyawan tetap -adalah pegawai yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas administratif
dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berstatus PNS.

12. Karyawan kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh pimpinan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan status
kontrak.

13. Karyawan Profesional adalah pegawai yang mempunyai kompetensi khusus dan diangkat oleh
pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melaksanakan tugas
administratif dengan kompensasi khusus.

14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

15. Murobbi adalah tenaga kontrak yang berfungsi sebagai asisten pengasuh dan melaksanakan
tugas administratif pada masing-masing mabna di ma’had.

16. Muallim adalah tenaga pendidik di ma’had.

17. Musohhih adalah pentashih bacaan al-qur’an di ma’had.
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BABII
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 2

Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis, identifikasi kebutuhan dan
kompetensi tenaga manusia untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan di Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses analisis dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah suatu kegiatan
untuk menganalisis dan mengidentifikasi pekerjaan atau tugas tertentu (job analysis) dan
analisis terhadap kompetensi yang disyaratkan untuk melakukan pekerjaan atau tugas (job
spesifikasi).

Job analysis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah informasi tertulis mengenai
pekerjaan apa saja yang harus dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, kompetensi yang
disyaratkan (personnel selection recruitment specialist), perilaku manusia, dan alat-alat yang
diperlukan (job description).

Bagian Kepegawaian merencanakan jumlah Karyawan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

BAB III
PROSES REKRUTMEN

Pasal 3
Untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas di
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu dilakukan rekrutmen.
Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah proses mencari, menemukan, dan
menarik para peminat untuk diberi pekerjaan atau tugas sesuai dengan formasi yang lowong
dan syarat-syarat yang ditetapkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dasar rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hasil perencanaan sumber daya
manusia sebagaimana pasal 2.
Jenis rekrutmen sumber daya manusia dilingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang meliputi rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Teknis rekrutmen dosen tetap dan karyawan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan petunjuk teknis
yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Teknis rekrutmen dosen kontrak, dosen luar biasa, karyawan kontrak, karyawan profesional,
fasilitator, murobbi, muallim, dan musohhih mengikuti peraturan yang tercantum dalam
keputusan ini.

Pasal 4
Dasar rekrutmen dosen kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
didasarkan atas rasio antara jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa, pertimbangan
kompetensi, dan kemampuan ketersediaan anggaran Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. St
Dasar rekrutmen dosen luar biasa didasarkan atas rasio antara jumlah dosen tetap dengan
Jjumlah mahasiswa dengan rasio minimal ilmu eksakta 1:20 dan ilmu sosial dan humaniora
1:30.
Penentuan gap rasio ditentukan oleh dekan.
Dasar rekrutmen karyawan kontrak didasarkan atas rasio antara ketersediaan karyawan tetap,
kompetensi, ruang lingkup tugas, beban tugas, dan kemampuan ketersediaan anggaran
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. ;
Dasar rekrutmen karyawan profesional didasarkan atas tugas yang memerlukan kompetensi
khusus.



Pasal 5

(1) Proses rekrutmen tenaga pendidik tidak tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap dimulai dari
pengumuman, pengajuan lamaran, seleksi, dan penempatan. .

(2) Pengumuman rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk membuka
kesempatan kepada semua orang yang mempunyai kompetensi dan spesifikasi yang disyaratkan
oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(3) Pengajuan lamaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui latar
belakang kompetensi dan spesifikasi pelamar.

(4) Seleksi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) merupakan proses memilih seseorang baik
sebagai dosen kontrak, karyawan kontrak maupun tenaga laboran yang mempunyai kompetensi
yang disyaratkan.

(5) Proses rekrutmen dilakukan oleh universitas secara tersentral.

Pasal 6

(1) Proses rekrutmen dosen luar biasa dan karyawan profesional dilakukan melalui dua metode
yaitu rekrutmen biasa dan rekrutmen khusus.

(2) Rekrutmen biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah proses rekrutmen yang dimulai
pengumuman, pengajuan lamaran, seleksi, dan penempatan.

(3) Rekrutmen khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah proses rekrutmen dengan cara
penunjukkan langsung oleh Rektor atas persetujuan senat universitas terhadap seseorang yang
mempunyai kompetensi dan syarat yang sesuai dengan keperluan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pasal 7 )
(1) Materi seleksi dengan jalur rekrutmen biasa meliputi baca tulis al-Qur’an, ibadah, test
psikologi, dan test kompetensi serta test mengajar bagi calon dosen kontrak dan/atau dosen luar
biasa.
Materi seleksi dengan jalur rekrutmen biasa meliputi baca tulis al-Qur’an, ibadah, test
psikologi, dan test kompetensi bagi calon karyawan kontrak dan atau karyawan profesional.

2

~

Pasal 8

(1) Waktu rekrutmen dosen tetap dan/atau karyawan tetap mengikuti ketentuan dan aturan yang
berlaku dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

(2) Waktu rekrutmen tenaga pendidik tidak tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap dilaksanakan
pada bulan Maret dan/atau Agustus dengan memperhatikan formasi yang tersedia.

(3) Waktu rekrutmen dosen luar biasa dilaksanakan pada awal semester dengan memperhatikan
formasi yang tersedia.

(4) Waktu rekrutmen karyawan profesional dilaksanakan setiap saat dengan memperhatikan
formasi yang tersedia.

(5) Waktu rekrutmen dosen kontrak PKPBA (Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab) dan
PKPBI (Program Khusus Pembelajaran Bahasa Inggris) setiap bulan Juni.

Pasal 9
Syarat dan prosedur serta ketentuan lain rekrutmen diumumkan tersendiri melalui pengumuman
yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum atas nama Rektor.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
Pasal 10
(1) Pengangkatan dan penempatan merupakan penetapan sumber daya manusia untuk menjalankan
tugas-tugas yang dibebankan.



(2) Penetapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas tindak
lanjut dari hasil rekrutmen.

(3) Penetapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Rektor.

Pasal 11
Masa percobaan masing-masing jenis sumber daya manusia adalah 3 (tiga) bulan.

BABIV
DISIPLIN DAN KEWAJIBAN PEGAWAI
Pasal 12

(1) Rektor mempunyai kewajiban dan tanggungjawab meningkatkan dan menegakkan disiplin
pegawai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(2) Disiplin pegawai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana di
maksud dalam ayat (1) merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.

(3) Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

(4) Penegakan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah berlaku untuk semua

pegawai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pegawai yang tidak mentaati disiplin pegawai akan mendapatkan hukuman disiplin pegawai

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

(S

~

Pasal 13
Kewajiban dan larangan bagi semua pegawai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Kewajiban pegawai yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
di atur dalam Keputusan Rektor ini.

(1
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Pasal 14

(1) Kewajiban dosen menjalankan tugas pokok seorang dosen.

(2) Tugas pokok dan fungsi dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat, serta tugas-tugas pendukung lainnya.

(3) Beban mengajar dosen tetap di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai
dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan

"~ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

(4) Dosen tetap non struktural mengajar maksimal 16 (enam belas) sks per semester.

(5) Dosen tetap melaksanakan bimbingan skripsi mahasiswa maksimal 5 (lima) mahasiswa per
semester.

(6) Beban mengajar dosen kontrak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
minimal 12 (dua belas) sks maksimal 16 (enam belas) sks, setiap semester ditambah beban lain
yang disahkan dengan keputusan rektor.

(7) Beban mengajar dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
maksimal 6 (enam) sks. !

(8) Kewajiban karyawan administrasi dan karyawan profesional adalah melaksanakan tugas pokok
dan fungsi bidang administrasi dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan pelayanan
pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



(9) Kewajiban tenaga laboran adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi pekerjaan terkait dengan
ruang lingkup laboratorium di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(10)Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jenis sumber daya manusia di Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Tbrahim Malang diatur dalam tersendiri melalui keputusan
Rektor tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

BABYV
KOMPENSASI

Bagian Pertama: Konsep Kompensasi
Pasal 15

(1) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang berhak mendapatkan kompensasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seluruh imbalan yang diterima
pegawai atas hasil kerja pegawai. .

(3) Jenis kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompensasi material dan non
material.

(4) Kompensasi material sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi gaji, honorarium, uang
makan, uang perjalanan, asuransi, rekreasi, beasiswa melanjutkan studi, dan kompensasi
material lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kompensasi non material sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah jaminan atas
kelangsungan pekerjaan, jaminan jenjang karier, jaminan kondisi kerja, dan jaminan pekerjaan
sesuai kompetensi.

Bagian Kedua: Kompensasi Pegawai Negeri Sipil
Pasal 16
Kompensasi material bagi Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga: Kompensasi Dosen Kontrak, Dosen Luar Biasa, Pegawai Kontrak, dan
Pegawai Profesional
Pasal 17

(1) Besarnya kompensasi material bagi dosen kontrak, dosen luar biasa, pegawai kontrak, dan
pegawai professional diatur dan dituangkan dalam surat keputusan rektor tersendiri.

(2) Setiap dosen kontrak, pegawai kontrak, dan pegawai professional diikutkan dalam program
asuransi masa depan.

(3) Setiap dosen kontrak, pegawai kontrak, dan pegawai professional berhak memperoleh dan
mendapatkan kompensasi non-material.

BAB VI
PENINGKATAN KOMPETENSI, KOMITMEN, DAN KINERJA

Bagian Pertama: Konsep Kompetensi, Komitmen, dan Kinerja
. Pasal 18 .

(1) Rektor sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
berkewajiban dan bertanggungjawab meningkatkan kompetensi dan kinerja para pegawai
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan tinggi.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengetahuan, kemampuan dan
ketrampilan yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.



(3) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hasil kerja nyata yang diukur secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. ;

(4) Untuk menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal, maka peningkatan kompetensi
dikembangkan secara berkelanjutan.

(5) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas kerja, serta membangun komitmen para pegawai.

(6) Metode peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui
peningkatan jenjang pendidikan, pelatihan, dan menambah pengalaman dan wawasan.

(7) Metode membangun komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan melalui
membangun kepercayaan diri (self confidence) dan motivasi.

(8) Penambahan pengalaman dan wawasan dilakukan melalui rotasi pegawai.

Bagian Kedua: P ggungjawab
Pasal 19

(1) Pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(1) dapat didelegasikan kepada para pembantu Rektor.
Peningkatan kompetensi dosen didelegasikan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik
bekerjasama dengan Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik.
Peningkatan kompetensi karyawan administrasi didelegasikan kepada Pembantu Rektor Bidang
Administrasi Umum bekerjasama dengan Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Administrasi
Umum.
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Bagian Ketiga: Peningkatan Kompetensi
Pasal 20

Tujuan peningkatan kompetensi adalah untuk:

(1) Menciptakan dan membangun kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas kelembagaan.

(2) Mengembangkan keahlian pegawai sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan
efektif.

3) Mengembangkan pengetahuan pegawai agar sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan secara
rasional.

(4) Mengembangkan sikap pegawai sehingga dapat dapat meningkatkan kerjasama dan etika.

(5) Meningkatkan peran serta pegawai dalam proses pengembangan lembaga.

(6) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang beronentasx pada pelayanan, pengayoman
dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21
(1) Peningkatan adalah peningkatan jenjang pendidikan formal.
(2) Sasaran peningkatan jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
dosen dan karyawan tetap di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
(3) Biaya peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari beasiswa
dari dalam negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Instansi terkait, dan APBN (Rupiah
Murni) maupun PNBP Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta
beasiswa dari luar negeri.
Jenjang peningkatan pendidikan formal tertinggi bagi dosen dan karyawan tetap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) adalah doktor.
Peningkatan jenjang pendldlkan formal bagi dosen dan karyawan tetap sebagaimana dxmaksud
dalam ayat (4) hanya bagi jenjang pendidikan yang belum diraih.
(6) Ijin melanjutkan studi bagi dosen diberikan setelah memperoleh Surat Keputusan Tenaga
Edukatif melalui usulan Dekan atas persetujuan Pembantu Rektor Bidang Akademik.
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(7) Tjin melanjutkan studi bagi Karyawan tetap dan kontrak diberikan apabila dilaksanakan diluar
jam kerja dan telah mendapatkan persetujuan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.

Pasal 22
Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pasal 21 setelah
masa kerja minimal 5 (lima) tahun di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Syarat teknis dan administratif setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal, mengacu
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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. Pasal 23
Pelatihan dan pengembangan adalah proses belajar untuk meningkatkan profesionalitas,
kemampuan, pengetahuan, keahlian, sikap, dan ketrampilan terhadap tugas yang dibebankan
kepada pegawai.
(2) Sasaran pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen
tetap, karyawan tetap, dosen kontrak, karyawan kontrak, dan karyawan profesional.
Program pelatihan dan pengembangan dosen ialah pelatihan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tri dharma dan manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi.
(4) Program pelatihan dan pengembangan karyawan ialah pelatihan yang berhubungan dengan
manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi dan/atau pelatihan lain yang terkait dengan
tugas teknis.
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Pasal 24
(1) Bagi para pegawai yang menduduki jabatan struktural tertentu wajib mengikuti pendidikan dan
pelatihan (diklat) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lain
yang berkaitan.

(2) Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah diklat kepemimpinan, diklat fungsional,
dan diklat teknis.
BAB VII
ROTASI PEGAWAIL
Pasal 25

Rotasi pegawai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk:

(1) Meningkatkan, memberikan kesempatan, dan mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan
keahlian pegawai.

(2) Menghindari kejenuhan pegawai yang mengakibatkan pekerjaan menjadi statis.

(3) Meningkatkan rasa percaya diri pegawai dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat
memotivasi produktivitas pekerjaan.

(4) Mengembangkan karier pegawai.

Pasal 26

(1) Rektor sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
berhak melakukan rotasi. '

(2) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perputaran atau pemindahan pegawai dari
satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya secara horisontal atau vertikal.

(3) Dalam hal rotasi pegawai di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian
Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil di Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007
Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi



Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama, dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Rotasi pegawai mengikuti prinsip The right man in the right place and The right man behind
the right job.

(5) Rotasi jabatan non struktural bagi dosen didelegasikan kepada Pembantu Rektor Bidang
Akademik.

(6) Rotasi karyawan didelegasikan kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.

(7) Dalam hal rotasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan secara
koordinatif antarelemen; Pembantu Rektor, Kepala Biro, dan tim Baperjakat.

(8) Penetapan rotasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

N

Pasal 27
(1) Bentuk-bentuk rotasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 meliputi mutasi, promosi, dan
demosi.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perubahan posisi pekerjaan yang
dilakukan secara horisontal.

—

’ .. (3) Promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perubahan posisi/jabatan dari tingkat

yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.
Demosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perubahan posisi/jabatan dari posisi yang
lebih tinggi ke yang lebih rendah.
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Pasal 28

(1) Mutasi karyawan yang menduduki jabatan struktural maksimal 4 (empat) tahun dan dapat
ditunjuk pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

(2) Mutasi dosen yang menduduki jabatan non struktural maksimal 4 (empat) tahun dan dapat
ditunjuk pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

(3) Mutasi staf administrasi maksimal 4 (empat) tahun dalam tugas tertentu.

(4) Mutasi staf cleaning service dan security maksimal 2 (dua) tahun.

(5) Mutasi bendahara maksimal 2 (dua) tahun di fakultas/lembaga/unit yang sama.

(6) Karyawan yang mempunyai kompetensi profesional tidak dapat dilakukan mutasi.

(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah tenaga laboran,
pustakawan, programmer, arsiparis, akuntan, dan tenaga profesional lainnya yang
membutuhkan keahlian khusus.

Pasal 29
Promosi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo.
Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan
Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil di Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007 Tentang
Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan- Nota Usul Mutasi
Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama, dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas penilaian kinerja dan
kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan.
(3) Karyawan cleaning service, security, dan driver dapat dipromosikan menjadi karyawan
administratif melalui seleksi.
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Pasal 30
Demosi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Keputusan
Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang



Pengangkatan, Pemindahan, Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Pemberian
Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian di
Lingkungan Departemen Agama, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama,
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 31
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo.
Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kementerian
Agama, Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 32
(1) Pejabat yang berwenang memberhentikan dosen kontrak adalah Rektor.
(2) Dosen kontrak diberhentikan apabila :
Mengundurkan diri.
Mencapai Batas Usia Pensiun maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang bertentangan dengan visi dan
misi universitas.
Terbukti menggunakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
g. Melanggar kode etik dosen.
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Pasal 33
(1) Pejabat yang berwenang memberhentikan karyawan kontrak adalah Rektor.
(2) Karyawan kontrak diberhentikan apabila :
Mengundurkan diri.
Mencapai Batas Usia Pensiun maksimal 60 (enam puluh) tahun.
Tidak memenuhi syarat kesehatan.
Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu pekerjaan.
Terbukti menggunakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak
pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan/tugasnya.
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
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Pasal 34
Setiap karyawan kontrak yang diberhentikan berhak mendapatkan uang saku sebesar 3 (tiga) kali
gaji pokok terakhir.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35 .
(1) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan Keputusan Rektor dan belum termuat di dalam Keputusan
Rektor ini harus dibuat sebelum diberlakukannya Keputusan ini.
(2) Dalam hal peraturan teknis pelaksanaan Keputusan ini belum diatur, maka pelaksanaannya
didasarkan atas kebijakan Rektor melalui rapat pimpinan atau pertimbangan senat universitas.
(3) Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor ini, maka semua Keputusan Rektor atau Keputusan
Pejabat di bawah Rektor yang berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia dan
diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui dan mematuhinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 29 Oktober 2011
Rektor, '
A
’

pf, Dr. H. Imam Suprayogo
NIP 19510102 198003 1 002
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